
LEMBARAN DAERAH KOTA
NOMOR:7  TAHUN:200  SBRI

SURAKARTA
:D NOMOR:7

PEIVIERINTAI{ KOTA SURAKARTA

PBRATURAN DAERAH KOTA STIRAI(ARTA

NOMOR 3 TAHUN iOOO

TENTANG

ANGGARAhI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2OOO

DENGAN TTAI{MAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURdKARTA

\ ' lenilnbang : bahrva Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta
Tahr rn  A 'ggaran 2000 per lu  d i te tapkan dengan pera turan
Daerah sesuai dengan ketentuan pasal g6 ayat (Z) Undang_tJn_
dang Nornor 22 Tahun 1999.

\ lcngingat :  I  .  l - i r rdarrg-undang Nornor I6 ' fahun 
1950 tentang peprbentuk-

an Daerah Kota-kota Besar daram Lingkungarr propinsi
Jawa Tirnur, Jarva Tengarr, Jawa Barat dan Daerah istime-
rva Yogjakarla;

2. Undang-Undang Nomor i2 Tahun r9g5 tentang pajak Bumi
dan Bangunan ( Lernbaran Negara Tahun l9g5 Nomor 6g.
Tarnbahan Lembaran Negara No.nor 3312) sebagaimana
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te lah diubah dengan Undang-Undang Nomor l2 
' fahun 1994

( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lem-

baran Negara Nomor 3569 );

3.  Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak Dae-

rah dan Retribusi Daerah ( L.ernbaran Negara Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );

4. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Peroleh-

an Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3688 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Po-

kok Pemerintahan Daerah; ( Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 839 );

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peng-

urusan, Pertanggung-jalvaban dan Pengarvasan Keuangan

Daerah ( Lembaran Negara Nontor 5 Tahun 1975 );

7.  Peraturan Pemerintah Nonlor 6 Tahun 1975 tentang Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun-

an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

( I-embaran Negara Nomor 6 Tahun 1975 );

8.  Peraturan Pertrer intah Nomor l9 Tahun 1997 tentang Pajak

Da.erah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54'  Tambah-

an Lembaran Negara Nomor 3691 );

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retr i -

busi  Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );

10. Peraturan Pemerintah Nornor 2l  Tahun 1997 tentang Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Ta-

hun 1997 Nomor 56, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor

3693 ):

I  L Peraturan Menter i  DalarnNegeriNomor I  I  Tahun 1975 ten-

tang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapat-
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an dan Bclan-ia [)aerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan PenyLlsur ian Perhi tungan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah;

12. Peraturan N,lenter i  Dalam NcgeriNomor 8 Tahun l97g ten-
tang Penerirnaan Sumbrangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

13. Peraturan Menter i  Dalam NegeriNontor 4 Tahun l9g5 ten-
tang Pengurangatl Pendapatan Daerah Hasil pajak Burni darr
Bangunan;

14. Peraturan Menter i  Dalam NegeriNomor 2 Tahurr 1994 ten-
tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae_
ralr  sebagairnana telah diubah dengan peraturan Menter i
Dalam Negeri  Nornor 2 Tahun 1996;

15. Peraturan Meliteri Dalarl Negeri Nontor 5 
'fahun 

1997 ten-
tang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti  Rusi
Keuangan dan Barang Daerah;

16. Peraturan Menter i  Dalarn NegeriNonror 7 Tahun 1997 ten-
tang Pelrgelolaan Barang Pcmerintah Daerah;

17. Keputusan Menter i  Dalam NegeriNomor 570 - 360 Tanggal
28 Oktober 1981 tentang Progranl pembinaan Anggaran
Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

18. Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 94 Tahun l9g4
ten tang Langkah Per tama Pens inkron isas ian  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran pendapat-
an dan Belanja Negara;

19. Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 903 - 1316 Tang-
gal l8 Septelnber 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan
Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seba-
gaimana telah diubah dengan Keputusan Menter i  Dalanr
Negeri  Nomor 903 - 6l  7 tanggal l8 September l98g;

20. Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 903 - 879 Tanggal
1l  Apri l  1987 tentang Penggunaan Sist i rn Digi t  dalam pe-
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta petunjuk
Tehnis Tata Usaha Keuansan Daeral i :
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Mernperltatikatr

Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 110 Tahun 1988

tentang BentLrk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Keputusan Dewan Perrvakilan Rakyat Daerah Kota Srrra-

karta Nomor :  08 /  DPRD lX I  1999 tentang Tata Tert ib

Dewan Perrvakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

: L Surat Edaran Menteri Negara Otottomi Daerah Nomor

:903 1074 i  MN.OTDA Tanggal l4 Pebruari2000 pe-

rihal Kebijaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapat-

an dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

2. Surat Menteri Dalarn Negeri Tanggal; 2? Maret 2000

Nomor gl l  I  261i PUD perihal  Penyampaian Alokasi

Dana Rutin Daerah Tahun Anggaran 2000.

3. Risalah Sidang-sidang Pleno De rvan Pcrwakilan Rakyat

Daerah tnengenai pembahasan Ratlcangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pertdapatan dan Belarr ja

Daerah Tahun Anggaran 2000-

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI{ KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEITATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE,LANJA DAERAFI

KOTA SURAKARTA TAI]LIN ANCGARAN 2OOO.

Pasal I

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralt Tahun Anggaran 2000 sejumlalr

Rp. 126.487.334.120,- terdir i  dar i  :

a.  Pendapatan:
-  Pendapatan  . . . . . . . . . . . . . . . ' .

b.  Belanja :
-  Rut in
-  Pembangunan . . . . . . . . . . . .

J u n t l a l t :

Rp. 126.487 .334.120,'

21 .

22.

Rp.
l i n

66.564.961 .  I  50. -
59.922.312.974,-
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P:rsal 3

, I ) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut paCa Pasal

l, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;

, l )  Penggeseran Pasa l -pasa l  anggara t l  yang d iperkenankan sesua i  dengan

peratlrran yang berlaku, sebagait'nana Lampiran II Peraturart Daerah ini;

r l )  R inc ian  leb ih  lan ju t  aya t  ( l )  Pasa l  in i .  sebasa i rnana lampi ran- lampi ran

I)erat l t ran Daerah ini  :

a.  Lar lpiran l l l  :  PendaPatan
b. Larnpiran IV :  Belanja Rut in
c. l,arr-rpiran V : Belartja Pembangunan

Pasal 4

Rincian I lagian Urusan Kas dan Perhi tungan pada Pasal 2,  sebagairnana Latr l -

niran VI dan VII  Peraturan Daerah ini .

. Pasal 5

l-arnpiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan I'asal 4 merupakan bagian yang

t idak terpisahkan dari  Peraturan Daerah ini .

Pasal 2

i lagian Urusan Kas clan Perhi t t t t rgan terdir i  dar i  :

: r ,  Pendapatan  . . . . . . . . . . . . . . .
tr. Belanja

Rp.2 .449 .912 .000 , -
Rp .2 .449 .912 .000 , -

D0l(i.j[iiliiASl |;:;iil.l,ii [,r,i,oi Bifiirrii,l iilil(|'l[4 0irl{ il|..{
5 l  Q ; . ' , a r  : : ' - i : .  o t l n :  ' . .  1 1 , T r ,

u i  r l r j i  t . . ; . , i  L . , t r r \ r _ . t  
, , I  
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Pasal 5

Peraturan Daerah ini  rnulai  ber laku sejak tanggal diundangkan, dan berlaku
untuk tahun anggaran 2000, I  Apri l  sampai dengan 3 I  Desember 2000.

Agar sLrpaya setiap orang dapat rnengetahuinya, menterintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalan Lentbaran Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal :  3 Juni 2000

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta
Nomor 7 Tanggal 8 Juni Tahun 2000 Seri  D No. 7

SEKRE"IARIS DAERAII KOTA SURAKARTA

Ttd.

Drs. SOEPARNIAN R.

Pembina Utarna Muda
NIP :  500 040 992
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